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Abstrak
 

Tesis ini mengkaji mengenai dampak pelanggaran dari kewajiban dan kode etik notaris dalam melakukan

pembuatan akta karena pembuatan akta tanpa memperhatikan asas itikad baik pada Perjanjian Jual Beli

(PJB) Lunas yang disertai Kuasa Menjual yang seharusnya merupakan perjanjian hutang-piutang dengan

objek jaminan berupa tanah sehingga terhadap akta yang dibuat oleh notaris ER terdapat cacat dalam

kehendak yang disebabkan adanya keberpihakan dari Notaris dalam mengkontatirkan akta pada perjanjian

hutang piutang yang dibuat oleh penghadap P dan L sebagai Debitur, adapun pada Putusan Pengadilan

Tinggi Yogyakarta Nomor 26/PDT/2018/PT YYK dalam amar putusannya majelis hakim memenangkan

tuan P dan nyonya L dan membatalkan akta PJB Lunas dan Kuasa Menjual yang telah dibuat sebelumnya

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak pelanggaran kewajiban dan kode etik Notaris

yang mengakibatkan terjadinya cacat dalam kehendak terhadap keabsahan akta dan implikasinya terhadap

notaris yang bersangkutan, penelitan ini mempergunkan metode penelitian yuridis normatif, dengan analisis

kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akta yang dibuat oleh notaris yang melakukan

keberpihakan menjadi dapat dibatalkan karena terdapat cacat dalam kehendak dan tidak didasari dengan

itikad baik karena perjanjian hutang piutang dibuat menjadi PJB Lunas dan Kuasa Menjual atas

perbuatannya notaris mendapatkan sanksi berupa Sanksi Perdata yaitu mengganti kerugian dan perintah

pengadilan untuk merubah menjadi akta hutang-piutang, serta sanksi Administrasi berupa teguran tertulis

kepada notaris, untuk itu notaris seharusnya melaksanakan fungsinya untuk melakukan penyuluhan hukum,

dan menjelaskan mengenai perbuatan hukum pada perjanjia, serta memberi masukan terhadap perjanjian

yang akan dituangkan dengan memperhatikan asas kepantasan dan kepatutan dengan memperhatikan asas

itikad baik.

<hr /><i>This thesis researching the impact of violations of the obligations and notary code of ethics in

making deeds due to conducting a simulation agreement in the form of making 'PJB Lunas' and also 'Kuasa

Menjual' that should be a 'Hutang-Piutang' agreement with an object of agreement in the form of land so that

the ER notary there is a defect in the will caused by the partiality of the Notary in worrying about the deed

'Hutang-Piutang' agreement which Mr.P and Mrs.L as the Debitor, as the Decision of the Yogyakarta High

Court Number 26 / PDT / 2018 / PT YYK the decision of judges Mr.P and Mrs.L and canceling the PJB

'Lunas' deed and 'Kuasa Menjual' Authorization previously made The purpose of this study is to understand

the impact of violations of the Notary's obligations and code of ethics which results in a defect in the will of

the validity of the deed and its implications for the notary concerned, This research uses a normative

juridical research method, with qualitative analysis. The results of this study that the deed of notary who

makes partiality can be canceled because there is a defect in the will and is not based on good faith because

the debt agreement is made into PJB Lunas and the Kuasa Menjual, the notary been punished in the form of

Civil Sanctions that replace loss and court order to change into an akta Hutang-Piutang, and administrative
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sanctions in the form of a written warning to the notary, for that the notary should carry out its function to

carry out legal counseling, and explain legal actions on the agreement, and provide input on the agreement

to be taken into account principle of appropriateness and propriety by paying attention to the principle of

good faith.</i> 


